Tyogu ¥

¥

4
T

n

Diterbitkan oleh :

Tobacco Control! Support Center

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia
(TCSC-1AKMI)

Paket Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok :
Pedoman untuk Advokator

Seri 5

PEDOMAN PENYUSUNAN
UNDANG UNDANG / PERDA
KAWASAN TANPA ROKOK




Daftar Isi

PRIGENTEE PRISEL .. . oone oo snmmmesnms i e s
== L=
Dasar Penyusunan UU / PERDA Kawasan Tanpa Rokok ................
|- Pringlp = primslp DIBSar ..o i b ii i
lll. Pengikutsertaan Masyarakat .............c...ccoeeiremniemnnsrssscersseeess:
I Parmgalaary BRI s e

¥ Monitorng EEualihal s ainEns TRt

l Tobaceo Comtrol Sgpport Ceater - [katan Abll Kesabatan Meryarakail Indoneaka I — I Sari 5 - Pedoman Panyusunan Undang Undang fF PERDA TEA




| Tobacco Control Support Center - Ikatan Ahll Kesehatan Masyarakat Indonesia | —] | Seri 5§ - Padoman Penyusunan Undang Undang / PERDA TKR

Pengantar Paket

Peraturan Dasrah Kawasan Tanpa Rokok.

Paket Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok merupakan seri pedoman yang dikembangkan
oleh Tobacco Control Support Center — |katan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-
IAKMI), bertujuan untuk memberikan pegangan bagi advokator yang akan melakukan advokasi

Paket ini terdiri dari 7 buku ber-seri yang disusun berdasarkan sistematika alur pikir yang
dilandasi "best practices” dan pengalaman pelaksanaan di Indonesia. Dibutuhkan kreatifitas
untuk mengemas berbagai informasi relevan menjadi bahan advokasi ataupun materi sosia-
lisasi yang akan disampaikan pada kelompok sasaran yang dituju.

Seri 1

Perlindungan terhadap Paparan Asap Rokok
Orang Lain: Mengapa Perlu, Memberikan gam-
baran dampak paparan asap rokok orang lain dan
alasan perlunya perlindungan masyarakat ber-
dasarkan bukti ilmiah. Materi ini dapat digunakan
sebagai bahan penunjang sosialisasi yang dikemas
dalam format presentasi ataupun /eaflets, Bentuk
kemasan disesuaikan dengan sasaran.

Seri 2

MITOS dan FAKTA: Kiat Menghadapi Oposisi.
Walaupun Kawasan Tanpa Bokok telah cukup
populer dan relatif bisa ditarima oleh masyarakat
berbagai kalangan, tetapi masih banyak kepen-
tingan yang merasa dirugikan dengan adanya
PERDA Kawasan Tanpa Rokok. Buku ini malu-
ruskan mitos dengan fakta dan bukti iimiah,

Seri 3

Pengalaman Keberhasilan Berbagai Negara
menjadi cermin bagi kita. Kalau di negara lain
bisa berhasil, mengapa tidak di Indonesia. Apa
kurangnya Indonesia? Buku ini membearikan ilus-
trasi perjalanan yang runtut dari New York City
menuju 100% kota bebas asap rokok, komponen
komponen apa yang memberikan kontribusi.

Seri 4

Langkah Langkah Penyusunan Undang-Un-
dang/PERDA Kawasan Tanpa Rokok. Dengan
menggunakan teknik advokasi yang telah dipe-
lajari dan diuji coba di kota Cirebon kemudian
menggabungkannya dengan pengetahuan dan
bukti ilmiah, buku ini memberikan urutan langkah
yang secara umum ditempuh. Keragaman daerah
menuntut penyesuaian kegiatan walaupun perlu
tetap diperhatikan langkah-langkah pokok agar
komponen yang penting tidak terlewatkan.

Serl 5

Pedoman Penyusunan Undang-Undang / PER-
DA Kawasan Tanpa Rokok sepenuhnya me-
ngacu pada Pedoman Pelaksanaan Pasal 8 FCTC
(FCTC Article 8 Guidelines) yang diputuskan cleh
Confarencea of the Party ke 1 (COP 1) tahun 2006
untuk disusun oleh FCTC working group dan se-
cara bulat telah diadopsi pada Conference of the
Party ke 2 (COP 2) tahun 2007 untuk digunakan di
seluruh dunia,

Seri 6

Prototip Undang-Undang / PERDA Kawasan
Tanpa Rokok merupakan contoh PERDA dengan
telah mengakomodir rekomendasi WHO dan pe-
doman pelaksanaan pasal 8 FCTC, mempelajari
sisternatika (termplate) dari Filipina, contoh Undang
Undang Thailand dan pelaksanaan penegakan
hukum di Singapura sarta menyesuaikannya
dangan kondisi di Indonesia. Seri ini disusun ber-
sama dengan fegal drafter DFR R, ahli hukum dari
YLKl dan FAKTA dan LSM pengendalian tambakau
terkait yaitu IFFPD dan TCSC-1AKMI.

Seri 7

Sosialisasi dan Kampanye Publik, Disusun se-
bagai seri terakhir, tetapi merupakan kunci keber-
hasilan. Tanpa keterlibatan masyarakat, PERDA
Kawasan Tanpa Rokok akan menjadi macan ker-
tas yang tidak dipatuhi. Esensi buku ini adalah
bagaimana membuat masyarakat menjadi su-
byek yang menginginkan Kawasan Tanpa Rokok
100%, yang meyakini akan dapat malindungi diri
dan keluarganya dari paparan 4.000 bahan kimia
beracun. Materi dalam buku ini memberi petunjuk
isi dari bahan sosialisasi yang dibutunkan pada
setiap fase pengembangan. Diperlukan kreatifitas
untuk mengemas materi sosialisasi sesual dengan
kelompok sasaran.



Prakata

Pademan Peryusunan Undang Undang / PERDA Kawasan Tanpa Prokak barikut inl telah mengacu
pada Pedoman Palaksanaan Pasal B FCTC tantang “Pedindungan terhadap Paparan Asap Tembakau®
yang disusun olah kelempok kerja yang dibentuk pada Confarence of the Party-1 tahun 2008, dan
telah diadopsi secara resmi pada Conferance of the Party-2 tahun 2007 untuk digunakan sebagal

penduan di setiap negara.

Buku inl memiliki dua tujuan pokok:

1. Memberikan padoman berdasarkan bukti ilmiah dan "best practices” {pangalaman terbalk) di
E‘Erbﬂgﬂi negara untuk mencapal standar kasahatan tertinggi yang dapat dipertanggungjawablan.

2. Mengidentifikasl elaman-alaman pokok dari Undang Undang / PERDA yang akan disusun agar
dapat mamberikan parlindungan sfektif darl bahaya paparan asap rokok orang lain sesuai pasal
B FCTC.

Diharapkan pedoman ini dapat membantu mamberikan landasan bagl pengembangan Paraturan
Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia sesuai dengan slandar intarnasional.

Jalkarta, Januari 2008
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Daszar Penyusunan UL/ PERDA Kawasan Tanpa Rokok

Kewajiban untuk melindungi masyarakat dan paparan asap rokok yang tercantum pada
pasal B FCTC didasarkan pads dua aspeX, yaitu hak azasi yang fundamental dan hak
kebebasan. Mengetahui bahaya mengisap asap rokok orang lain, maka kewajiban
negars adalah melindungi hak untuk hidup dan hek untuk mencapal standar kesehatan
tertinggi sebagaimana tercantum dalam berbagai produk hukum internasional tentang
perlindungan hak azasi. Di Indonesia sendiri terdapat pasal galam UUD 1945 tentang
hak warga negara untuk hidup sehat dan mendapatkan lingkungan yang sehat.
Kewajiban pemerintah adalgh melindungi setiap warga ternadap ancaman terhadap hak
azasi yang fundamantal melalui sebush produk hukum, Badan oloritas iimiah di dunia
menyatakan bahwa asap tembakau orang lain menyebabikan kanker. Beberapa Megara
seperti Finlandia dan Jerman bahkan memasukkannya ke dalem UL Kesehatan dan
Keselamatan. Pemerintah dimanapun bertanggung jawab untuk mengatasi bahaya akibat

papdaran asap tembakau dengan undang undang atau produk hukum lain yang sasual.




|. Prinsip - prinsip Dasar

Pringip 1

Prinsip 2

—  Prinsip 3

Prinsip 4

Prinslp 5

“Legislasi (UL f PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok Menyelamatican Nyawa Manusia™

Kebijakan perlindungan yvang efektlf mensyvaralkan eliminasl total oar asap
termbakaw di ruangan hingga mencapai 100% Knghungan (anpa 8580 rakok,
Tidak ada hatas aman dari paparan agap rokok ataupun ambang tingkat ke-
racunan yang bisa ditolaransi, karena ini bertentangan dengan bulkdi ilmiah,

Pandakalan lain untulk peraturan 100% lingkungan tanpa asap rokok tarmasuk
pengaunaan vantilasi, saringan wdlare dan pembuatan ruang merokok [fengzn
vantifas! larpisah ataupun Udak), terbukti Hdak efextit. Bukii ilmiah marmyim-
pulkan bahwa pendekatan teknik konstruksl tidak mampu mallindungi paparan

asap tembakau,

Samua orang harus lerlindung dar paparan asap rokok. Semua tempat kerjs
tertulup dan tamgat umum harus babas sapenubnya dari agap rokak.

Paraturan harus dalam bentuk legislasi yang mengikat secara hukum. Kebi-
jakan sukarala yang tidak marmiliki sanksi hukurm tarbulti tidak sfalktf untuk
memberlkan perlindungan yang memadai. Agar efektif, ULYPERDA harus
sederhana, jelas dan dapat dilaksanakan sacara hukum,

Ferencanaan yang balk dan sumber daya vang cukup adalah esenslal

untuk keberhasilan pelaksanaan dan penegakan hukum.

Lambapa-lembaga kemasyarakalan tarmasuk lembaga swadaya masyarakat
dan organisasi profasi, mamillkl paran santral untuk mambangun dukungan
masyarakat umum, dan menjamin kepatuhan lerhadap peraturan; kare-
narya harus dilibatkan sebagai mitra aklif dalam proses pengembangan,

pelaksanaan den penagakan hukum,

|--| Barl 6
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Prinsip 6

Prinsip 7

Definisi

Palaksanaan darl peraturan, penegakan hukum dan hasinys harus dipantau
dan dievaluasi terus menerus, Termasuk di daelamnya merespon upaya
industri rokok untuk mengecilkan arti ataupun malemahkan pelakganaan
peraturan secara langsung maupun tidak langsung, dangan meanyabarkan
mites kaliru yang manggunakan tangan ketlga (pengusaha restoran, ma-
syarakat perokok dshb).

Perlindungan terhadap paparan asap rokok perlu senantiasa diperkuat dan
dikembangkan, bilamana perlu dangan amandamen, perbaikan paneagakan
hukum atau kebljakan laln menampung perkembangan bukti ilmiah dan
pengalaman berdasarkan studi kasus.

Dalam pangembangan U/ FERDA, adalah sangal penting uniuk mendatfi-
nisikaen terminologi penting yang akan digunakan, Baberapa islilan di bawah
ini dibual berdasarkan pengalaman di banyvak negara dan dari dokumean
FCTC. (Catatan: beberapa diantaranya telah ditampung dalam Contoh

PERDA KTH vang ada dalam kIt ini)

"Azap Rokok Crang Lain (AROLY" adalah asap vang keluar dar rokok yang menysla atau dari
produk termbakau |ain yeng biasanya marupakan asap yang dinembuskan clah peroxok,

"Udara babas asap rokok” adalah udara yang 100% bebas asap rokok. Definizi inl ermasuk,
tapi tidak terbatas pada uvdara dimana asap rokok tidek biga dilihat, dicium, dirasakan atau-
pLin divkur,

"Merckok" adalah kendali untuk menyalakan praduk tembakau terlepas apakah azapryva dilsap
atau tidak.

"Tempat Umum” edaleh semua tempat terfutup vang depst diskses oleh magyarakat umum den/
atau lampat vang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegislan masyaraks! terepeas dari kepami-
likan atau hak untuk menggunakan,

“Tempal Kerja" adalah tempal tertuiup yang digunakan untuk bexerda dengan mandapatkan
kompansasi nomal upahvgall) termasuk tempat-tempat lain di dalamnya yang digunakan darn’
atau dilintasi cleh pakera.

“Tempat Terutup”® adalah tempat atau ruang yeng ditutup cleh atap dan dibatasi oleh satu din-
ding atau kebih terlepas darl mataral yang digunakan dan strukiur permanen alau semeniara,
"Sarana tranportas| umum® adalah sellap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut
anggota masyarakat, biasanva dengan kompensasi atau pembayaran. Ini termasuk taksi.




Il. Lingkup Legislasi

Sesual pasal 8 FCTC yang termasuk lingsup kebi-
jakan perlindungan ternadap paparan 2580 Bm-
bakau adalah 1) tempat kerja tertutup, ) tempat
umum tertutup, 3) sarana transporfasi wmuem,
dan 4) tempat umum lain yang dianggap periw

Inl barary adanya proteksi universal,

Tidak ada pangecualian yang dibenarkan atas
dasar argumentasi kesshatan maupun hukum
Kalaupun larpaksa ada, harusiah sangat mini-
mal, Negara-nagara anggota FCTC harus melak-

sanakan perlindungan univargal inl dalam wakiu

 1ahun

Pendekatan teknis konstruksi (ventilasi dan
ruang merokok] tidak memberikan perlindungan

sama sekali ternadap paparan asap rokok.

Pembarakukan di lempst umum |gin sejauh tepat
yaifu @ ruang terbuka atau setengah terbuka
pariu aspariimbangkian untuk gimasukkan dalam
poeraluran bardasarkan lngkat bahava yang

diperirakan akan mengenal banyak orang.

| | seis
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lll. Pengikutsertaan Masyarakat

Kewsjiban cemerintah berzama-sama dengan
organisasi kemasvarskatan adalah melakukan
kampanya publik melalui infermasi terus menens,
agar masyarakal dan pemuka publik mengerti
dan meryadari bahava asap rokok arang lain,
sarta mendukung upava legislazinya. Kelampak
sasaran antara lain para pelaku usaha, industr
jasa, asosiasi hotel dan restoran, media, bear-
bagai profesi, organizasi remaja dan anak-anak,

institusi pendidikan, sarana pericadatan, lam-

baga-lembaga riset dan masyarakat umum.

Fagan kunci antara lain tanlang 1} bahays pa-
paran asap rokak arang lain, 2) 100% lingkungan
bebas dari asap rokok merupakan salu-salunya
cara yang efektif memberikan perlindungan,
3} hak pekerja dan masyarakat untuk dilin-
dungi. 4] bahwa kesehatan tidak bisa ditukar-
kan dengan bisnis. Edukasi magyarakal perlu
menjelaskan bahwa produk hokum im tidak
pisa diberlakukan di rumah pribadi,

Fampanye diteruzkan selelah  lerbilnya LY
PERDA untuk menjamin xeberhazilan pelaksa-
naannya. Pelaku usaha, pimpinan tempat-tempat
kera dan masvarakat periu tahu hak dan kewa-
jihannya. Pasan-pasan untuk memberdayakan
bukan parokok dan membarikan apresiasi bagi
perokok karena telah mematuhl peraturan perlu

dizampaikan,

Hak pekerja dan masyarakat
untuk dilingungt,



IV. Penegakan Hukum

1. Kewajiban untuk mematuhi peraturan

Legislasi vang elektil mengharuskan tenggung
jawab lagal untuk memalubi baik alah lokasi
kawasan vang terkena peraturan maupun indivi-
du perckok, dan harus menerapkan sanksi terha-
dap pelanggaran, vang berlaku pada dua pihak
terzebut. Penegakan hukum biasanya diarahkan
pada lokasi kawasan yang terkena peraturan;
Legislasi ini perly menempatkannya sebagai
tenggung jeweb pemilik, manajer atau siapapun
yang menjadi penanggung jewab lokasi lersabut,
dan harus mangidentifikasi dengan jelas lindakan

apa vang harus dilakukan.

rewajiban tersebut hamus meliputi;

8) HKewsajilzan memaseng tanda lerangan merokok
di pintu masuk dan tampal-tempat yang 1epat
untuk menunjukkan bahwa merokok adalah
dilarang. Format dan isinva ditetapkan secara
seragam oleh pemerintah den bisa ditamibahkan
o, tetapon eniuk pengaduan pelanggaran, alau
nama petugas satempal vang blza dihubungi.
Di beberspa negara sekaligus dituliskan muju-
kan peralurannys dan‘slau besarnya denda
vang akan dikenakan,

b Kewaliban untuk membuang asbak dari lokasl
kawasan,

c} Kewajipan untuk mensupervisi pelaksanaan
peraturan,

d] Kewajiban untuk melakukan tindakan yang
dibutunkan pencagahan erang merokok di
kawasan tersabut, mulal darl menegur arang
vang merokok, meminta untuk keluar darl
Iokasi kewasan sampai dengan menghubungi
otoritas penagak hukum,

2.

c)

Hukuman

Denda. UW PERDA Inl harus menatapkan
denda atau sanksl fimanslal bagl pelang-
garan. Walaupun besarmya tergartung dari
kepatutan di setiap negara, tetapi diperdukan
pedoman untuk memutuskan besarannya.
Yang terpenting adalah babwa sanksi finansial
harus cukup besar untuk mencegah lerjadinya
pelanggaran, kalau tidek, hanya aken diacuh-
kan atau dianggep sebagai bagian deri bisya
produksi. Haruslah labih besar pada palaku
uzaha darlpada pada perokok dan harnus
leblh besar pula pada pelanggaran berulang,
zgna diperlakukan sama dengan pelanggaran
senus lainmys.

Sanksi administratif, Disamping sankai
finansial, diberlakukan pula sanksl adminle-
tratlf seperti mencabut [zin uzaha, Walaupun
jarang dilakukan, tetapi penting urtuk menegak-
kan hukum bagi usaha bEnis yang banulang kali
relanacar.

Sanksl kriminal. Tergantung konteks dan

kultur di masing-masing negara.,

. Struktur Penegakan Hukum

Parlu diidentifikasi oclortas penagak hukum,
gistem pengawasan den cara memberlaku-
kaen sanksi bagi pelanggar,

Pamantauan harus berbantuk Ingpekslkun-
jungan suparlsl di lokasl blsnis untuk melihat
kepatuhan, Biasanya digunakan sistem penga-
wasan yang sudah sda, tidek menciptakan vang
bani. i banyak negara, pemantauan dlinte-

|ﬂ‘1| Serl 5
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gragikan dengan kunjungan supervisi rutin
yallu supernvisi izin usahge, supenvisi kesehatan/
sanllaal lingkungan, supervisi kesshatan'ke-
selamatan kera, sarta supervisi rutin bahaya
kebalkaran.

Di negara yang peraturan kawasan tanpa asap
rokoknya dilingkat nasional, disarankan mem-
bentuk otoritas penegak hukum di daerah, dan
menciptakan mekanisme koordinasl dengan
puset agar pendekatannya konsistan,

FPerdu disusun mencana penegakan hukum
yang langkap dengan mamasukken pelatinan/
arlentasi hagl petugas pengewas. Disamping
pemantauan rutln, dilakukan inspaksl menda-
dak dan kunjungan untuk merespon keluhan,
Sslama tahun pertama pemberlakuan per
aturan, pengawasan henvae bersifat edukatif,
Produk hukum harus memberkan otorigssi
bagl pengawas untuk memasuki wilavah ka-
wesan tanpa asap rokok dan mengumpulkan
sampal serla bukti pelanggaran; pelaku bisnis
tidak berhak mealarang pargawas malakukan
tugasnya.

Biaya yang diperdukan tidak besar karena pa-
ngawas mangintegrasikan kegiatannys dangan
pragram [aln, dan paraturan akan ssgera ber-
le¥u secara ctomatis karena dukungan publtk.
Dana yang disediakan umumnya digunakan
untuk pelatihanforientas| pengawas, kera
lambur bila pangawasen terpaksa dilakukan di
luar jam kerja, dan adukasi bagi pelaku bisnis
dan masyarakat. Sumber anggaran dapat di-
peroleh dar anggaran pemesintah dasrah
atau darl ssbaglan hasil denda pelanggaran.

4. Strategi Penegakan Hukum

Wakiu vang paling kritls vang menantukan kebear-
hasllan adalah penegakan hukum segera satalah
produk hukum diundangkan, walaupun dilakukan
sacam lunak tanpe hukumen, tetapi eda peringatan
sacard teges. Upaye ini perlu dikombinasikan
dengan sosialisasi ke pelaku bisnis tentang tang-

gung jawabnya di bawah undang-undang.

Pada saat UU/PERDA mulai beraku sfektif, pe-
negakan hukum harus tagas bagl pelanggar uniuk
menunjukkan keserusan dan wibawa hukum, Inl
akan meningkatkan kepatuhan dan membuatnya
menjadi kebiasaarn.

5. Mobilisasi dan Melibatkan Masyarakat

* [Hfaktivitas pengawasan dan penegakan hukum
ditingkatkan dengan mengikutsertakan ma-
syarakat untuk ikut memantau kepatuhan dan
malaporkan pelanggaran. Ol bamnvak tempat,
keluhan masyarakat lebih berperan untuk
manjamin kepetuhar.

«  Kahbijakan ini paru manegaskan; a) bahwa me-
syvarakal dapat meangalukan kaluban; b) kama-
na keluhan ditujukan; ©) seandalnya penyanm-

paian mealalul telepon, harus bebas pulsa.



V. Monitoring dan Evaluasi

Tujuannya: a) meningkalkan dukungan politis
dan dukungan masyarakal; o) mendokumeanta-
sikan keberhasilan sebagai contoh bagi daerah
‘negara lain; ¢l mengidentifikasi upava industri

rokok yang maramehkan peraturan ini,

Luas dan komplaksitasnya lerganiung dari kea-
wersedizan kemampean dan sumber deva di ma-
sing-masing lokasi, Penting uniuk memantau in-
dikator pokok dari paparan asap okok di tempat
umum dan tempat kerja. Agar murah, data blza
dikumpulkan bersamaan dengan sugervisl rutin.

Ada B indikator proses dan dampak:

Proses:

a) Pengalanuan dan dukungan terhadap xebi-
[akan kawasan tanpa rakok di masyarakat
umum atau kelompok lertentu misainya
pekerja restoran,

b] Penegakan hukum dan tingkat kepatuhan.

Dampak:

o Pengurangan jumlah orang vang ferpapar
asap rokak orang lain di tempat karja dan
tempat umwem.

d} Penurunan kadar agap rokok orang lain Ji
termpat kerja tkhususnya restoran] dan tem-
pat urmym.

g Penurunan angka kesakitan dan kemalian
karana paparan asap rokok orang lain.

fi Pengurangan paparan agsap rokok orang lain
di rumah pribadi.

gl Perubzhan pravalensi merokok,

hy Dampak ekanomi kabijakan Kawasan Tanpa
Azap Aokok.

Hukum

Wakiu yang paling kritis vang
menentukan keberhasilan adalah
penegakan hukum segera setelah
produk hukum diuvndangkan, walaupun
dilakulkian secara lunak fanpa Nukumsan,

telapl ada peringatan secara tegas.

| | seris



Kerjesama ;

Tobacco Control Support Canter

Ikalan Ahll Keaehetan Masyarakat Indonesia

(TCSC-LARKMI

Gedung Machtar Lantal Dasar, J. Pegangsaan Timur No.18, Jakarta Puaat 10320
TelpyFaec: (82-21) 398 BO558; s-mall: tcipha@yahoo.com; www.indatcst.ong

Bloombarg Global Initiatives



